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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PALOPO

JI. Pemuda 11, Kel. Takkalala, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo
email : palopobawaslu@gmail.com, tipn/wa : 082189120175

Nomor

Sifat

: 029/PM.00.02/K.SN-23/05/2025 09 Mei 2025
: Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal

Yth.

: Imbauan

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Palopo

di-

tempat

A. Dasar Hukum

1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah terakhir kali déngan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXII1/2025
terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Palopo;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali
Kota;



7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota;

10.Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tahun 2024 tentang
Pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil
gubenur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
994 Tahun 2025, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 768 Tahun 2025 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak
Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Bahwa dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada
Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun
2024 Pasca Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, serta untuk memastikan
penyelenggaraan Pemilihan sebagai perwujudan sistem Kketatanegaraan yang
demokratis, berintegritas dan bermartabat. melalui tugas Pengawasan oleh
Pengawas Pemilihan, maka Bawaslu Kota Palopo perlu menyampaikan hal-hai
sebagai berikut:

1. Ketentuan dan larangan dalam pelaksanaan kampanye pada penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakit Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-
Undang, sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 69 yang menyebutkan:

Dalam Kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon
Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon
Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;

c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu
domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat
dan/atau Partai Politik;

e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil
alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;

. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau
dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau

J. melakukan kegialan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan
oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kofa.

= Mt

Ketentuan Pasal 70 Ayat (1) yang menyebutkan:
Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

b. Aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
anggota Tentara Nasional Indonesia; dan

c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan
lain/perangkat Kelurahan.

Ketentuan pasal 73, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5} yang
berbunyi:

1) Cglfon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau
memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi
penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai
sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tefap dikenai sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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4) Selain Calon atau Pasangan Calon, Anggota Partai Politik, tim kampanys,
dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan
perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik
secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga
mengakibatkan suara tidak sah; dan

c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon
tertentu.

5) Pemberian sanksi administrasi lerhadap pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

2. Ketentuan dan larangan daiam pelaksanaan kampanye pada penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati
sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomar 13 Tahun
2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 66 yang berbunyi:

(1) Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan
uang atau materi lainnya uniuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan
dan/atau pemilih;

(2) Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota
Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang
dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga
negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan
suara tidak sah; dan

c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon
tertentu.

(3) Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat
memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi
peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye pada perfemuan
terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya
berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah. (4)

(4) Selain pada perternuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasangan Calon dan/atau tim
Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan
minum peserta Kampanye, biaya transportasi. peserta Kampanye, biaya
pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum
dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah
lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.

(5) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam
pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
dengan kefentuan:

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palopo



1. dalam bentuk barang; dan b.
2. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling
banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(6) Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye,
dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diberikan dalam bentuk uang
tunai.

3. Ketentuan Sanksi Pidana atas [arangan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 fentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagai
berikut:

Ketentuan Pasal 187 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) yang berbunyi :

(1) Setiap orang yéng dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal
waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan
pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas)
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah)
atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan
pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam)
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Ketentuan pasal 189 yang berbunyi :

“Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati,
Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan
pefabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah,
Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan
lainlurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau
paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

Ketentuan pasal 187A ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
menjanjikan atau memberikan uang atau maleri lainnya sebagai imbalan
kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun ftidak
langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih,
menggunakan hak pilih dengan cara terlentu sehingga suara menjadi tidak
sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana
dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua)
bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja
melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1), (2) dan (3), Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon,
dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan pertemuan tatap muka dan
dialog dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk
pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada:

a. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil
gubernur; dan

b. KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan
bupati dan wakil bupati serta walikola dan wakil walikota.

(2) Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:

bentuk kegiatan;

maksud dan tujuan;

tempat dan wakiu;

nama pembicara dan tema materi;

jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;

penanggung jawab; dan

tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.

Q@=panETD

5. Bahwa Ketentuan teknis kampanye yang meliputi: a) Jadwal kampanye dan
pelaksanaan kampanye, b) Materi kampanye, c¢) Metode pelaksanaan
kampanye, d) Pemberitaan, Penyiaran dan iklan layanan Masyarakat dan e)
Kampanye oleh pejabat negara dan pejabat daerah. Pelaksanaan teknis
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kampanye sebagaimana disebutkan dilaksanakan berdasar pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan
Wakil Walikota dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363
tahun 2024 tentang Pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan
Gubernur dan Wakil gubenur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota.

B. Isilmbauan

Bahwa berdasarkan Surat Penyamapaian Dewan Pimpinan Daerah Partai
Golongan Karya Kota Palopo Nomor 008/DPD-II/PG/PLP/IV/2025 perihal
pelaksanaan kegiatan Jalan Sehat Partai Golkar Kota Palopo yang akan
dilaksanakan pada sabtu, 10 Mei 2025 bertempat di Lapangan Pancasila Kota
Palopo.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kota Palopo untuk
melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan di setiap tahapan
penyelenggaraan Pemiihan Suara Ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Palopo atas Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana
yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Bersama ini Kami
mengimbau kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota
Palopo untuk memastikan dalam kegiatan jalan sehat untuk mematuhi ketentuan
dan larangan dalam kampanye, serta melaksanakan seluruh tahapan Kampanye
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan tetap berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Laporan
2. Polres Kota Palopo
3. Pertinggal
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